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BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dari gambaran yang disampaikan pada bagian sebelumnya ada beberapa 

kesimpulan utama yaitu: 

a. Kebijakan diskriminatif dari sisi muatannya mengandung unsur-unsur 

diskriminasi dikarenakan beberapa hal: pertama, kebijakan tersebut 

bertentangan dengan tiga landasan kebijakan yang konstitusional, yaitu: 

Prinsip Non Diskriminasi, Kesetaraan Substantif dan Tanggung Jawab 

Negara. Kedua, bertentangan dengan kriteria Prinsip, kriteria Yuridis dan 

kriteria Substantif yang di dalamnya berpotensi melanggar 40 hak 

konstitusional warga negara Indonesia. Ketiga, tidak memuat pengakuan atas 

hak, kesempatan dan manfaat yang sama bagi semua warga tanpa 

memandang ras, agama, suku dan jenis kelamin.  

b. Kebijakan diskriminatif menyebabkan banyak perempuan kehilangan akses 

atas pendidikan, pekerjaan dan hak layanan dasar lainnya serta menyebabkan 

kekerasan dan stigma. Kekerasan dan diskriminasi yang dialami 

menyebabkan anak perempuan terpaksa berhenti sekolah atau pindah ke 

sekolah yang bisa menerima keragaman pilihan agama. Kebijakan 

diskriminatif juga mengancam keberlangsungan perempuan untuk 

mendapatkan penghasilan. Sehingga ketika perempuan tidak mendapatkan 

penghasilan maka akan berpengaruh terhadap pendidikan perempuan menjadi 

rendah. Kebijakan diskriminatif juga rendah. Namun dampak kebijakan 

diskriminatif akan berbeda pengaruhnya terhadap perempuan dengan 
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beragam latar belakang status sosial ekonomi, pendidikan, agama dan daerah 

tempat tinggalnya. Bagi perempuan dari kelompok miskin dan minoritas 

agama akan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan terhadap 

perempuan dengan latar belakang ekonomi mampu. 

c. Kebijakan diskriminatif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

perempuan untuk mencapai pendidikan dasar dan menengah, karena 

menyebabkan anak perempuan mengalami perundungan dan tekanan 

psikologis sehingga membuat mereka terpaksa mengundurkan diri atau keluar 

dari sekolah akibat tekanan sosial yang dialaminya.  

d. Variabel ekonomi memengaruhi signifikan terhadap tingkat pendidikan 

perempuan pada tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Hal ini 

dikarenakan membaiknya pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya tingkat 

inflasi serta kemiskinan memiliki hubungan yang searah untuk memengaruhi 

pendidikan perempuan. Sumbangan pendapatan perempuan memiliki 

pengaruh yang signifikan dalam mencapai pendidikan perempuan pada 

tingkat menengah, karena sebagian besar pendapatan dan pengeluaran 

perempuan dialokasikan untuk memenuhi biaya pendidikan anak. Namun 

temuan kualitatif memperlihatkan bahwa kebijakan diskriminatif juga 

menyebabkan perempuan kehilangan pekerjaannya, dengan kata lain hal ini 

akan berdampak terhadap rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dan 

bertambahnya jumlah kemiskinan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap 

tingkat pendidikan perempuan.  
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e. Pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pendidikan perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, namun 

tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pendidikan tinggi. Karena alokasi 

pembiayaan pendidikan gratis hanya pada tingkat pendidikan SD-SMA. Hal 

ini karena didukung oleh beberapa kebijakan dari pemerintah; otonomi 

daerah, desentralisasi pendidikan, 20 % APBN dan APBD dialokasikan untuk 

pembelanjaan di sektor pendidikan, kebijakan tentang pelaksanaan anggaran 

responsif gender di tujuh instansi pemerintah, termasuk Kemendiknas dan 

Permendiknas untuk mempertegas komitmen kementerian dalam membangun 

pendidikan yang berlandaskan keseimbangan gender. Beberapa kebijakan ini 

yang diduga menunjang dan berpengaruh positif pada pembelanjaan alokasi 

anggaran di sektor pendidikan yang dampaknya meningkatkan partisipasi 

pendidikan perempuan pada sekolah dasar dan menengah. 

f. Pendidikan tinggi tidak terpengaruh oleh kebijakan diskriminatif maupun 

variabel ekonomi. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang membaik tidak 

serta merta membuat perempuan bisa mencapai tingkat pendidikan tinggi, 

selain itu kebijakan diskriminatif tidak memiliki dampak secara langsung 

terhadap mahasiswi.  Diduga ada faktor lain yang memengaruhi pendidikan 

perempuan untuk mencapai tingkat pendidikan tinggi, yaitu; masih kuatnya 

budaya patriarki yang menyebabkan bias gender sehingga menempatkan 

pendidikan lebih diprioritaskan untuk pendidikan laki-laki, latar belakang 

pendidikan orang tua, motivasi, kondisi geografis, kebijakan yang responsif 

gender, sistem pembelajaran, pernikahan anak dan yang lainnya. Walaupun 
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dari temuan kualitatif  mengkonfirmasi bahwa kebijakan diskriminatif juga 

mengenai pembatasan aktivitas di malam hari atau kebijakan yang 

dikategorikan dengan kriminalisasi terhadap perempuan juga memiliki 

dampak terhadap partisipasi perempuan pada pendidikan tinggi. 

g. Keterwakilan perempuan di parlemen tidak memiliki pengaruh yang positif 

terhadap tingkat pendidikan perempuan pada tingkat pendidikan dasar, 

dikarenakan beberapa hal masih minimnya jumlah legislatif perempuan yang 

menempati posisi strategis, jumlah keterwakilan perempuan masih minim 

serta kualitas legislatif perempuan yang masih belum memahami tentang isu 

gender. 

h. Faktor yang paling memengaruhi pendidikan perempuan pada tingkat 

pendidikan menengah adalah kebijakan diskriminatif sedangkan pada tingkat 

pendidikan dasar pendapatan kabupaten/kota menjadi faktor yang paling 

memengaruhi pendidikan perempuan pada tingkat dasar.   

Maka berdasarkan kesimpulan tersebut ada beberapa rekomendasi yang perlu 

dilakukan dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Rekomendasi 

yang perlu dilakukan, yaitu: 

a. Melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui faktor makro dan mikro 

selain faktor ekonomi dan kebijakan diskriminatif yang memengaruhi secara 

langsung partisipasi perempuan pada pendidikan tinggi. 

b. Pemerintah dan masyarakat perlu melakukan berbagai upaya untuk melindungi 

dan memulihkan perempuan yang menjadi korban atau terkena dampak 

diskriminasi dan kekerasan dari pelaksanaan kebijakan diskriminatif, dengan 
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mempertimbangkan dampaknya berbeda terhadap perempuan dengan beragam 

latar belakang. 

c. Melakukan berbagai kajian untuk melihat dampak kebijakan diskriminatif 

terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan 

Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender serta pencapaian Suistanability 

Development Goals (SDGs) sebagai acuan dalam memperbaiki kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah. 

d. Salah satu variabel ekonomi yang memengaruhi signifikan terhadap tingkat 

pendidikan perempuan adalah sumbangan pendapatan dan pengeluaran per 

kapita perempuan, maka pemerintah perlu melakukan berbagai upaya program 

dan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan perempuan. 

e. Legislatif di kabupaten/kota bersama dengan pemerintah dan masyarakat perlu 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari kebijakan 

diskriminatif sebagai bahan untuk perbaikan kebijakan. 

f. Mendorong pemerintah dan legislatif kabupaten/kota untuk mengadopsi 

panduan kebijakan konstitusional dalam menyusun dan mengevaluasi 

kebijakan yang akan disusun atau sudah dilaksanakan untuk melihat unsur-

unsur diskriminasi dan dampaknya terhadap pemenuhan hak konstitusional. 

g. Pemerintah dan legislatif kabupaten/kota perlu menyediakan dana pendamping 

untuk program-program yang menghilangkan disparitas gender di sektor 

pendidikan, seperti meningkat anggaran beasiswa untuk perguruan tinggi bagi 

perempuan. 
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h. Kondisi ekonomi makro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pendidikan perempuan, maka pemerintah perlu melakukan data terpilah dengan 

menggunakan analisis gender untuk melihat dampak yang berbeda terhadap 

pendidikan perempuan dan laki-laki, sehingga intervensi dalam mengatasinya 

berbasis pada situasi dan kebutuhan. 
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